BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH,

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU UTARA,

bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024,

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
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2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
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Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Nomor 355);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun
2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Nomor 380);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1
Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Luwu Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOMPOKAN
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2,

(1)

Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Luwu Utara.

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah adalah
klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok
Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan
berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan
besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan
Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.

Kemampuan Keuangan Daerah adalah Kemampuan
Keuangan Kabupaten Luwu Utara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pasal 2

Berdasarkan Penghitungan Kemampuan Keuangan
Daerah, maka Kemampuan Keuangan Daerah pada
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Tahun Anggaran 2024 berada dalam kelompok
Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.

(2) Kemampuan Keuangan Daerah  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2022.

(3) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu

Utara.

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal 23 Desember 2024
PARAF KOORDINAS
— l BUPATI LUWU UTARA,
SEKDA —
| ASISTEN ¢ |
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Diundangkan di Masamba
pada tanggal 23 Desember 2024

Plt. SEKRET

BAHARUDDIN

S DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,
s
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BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024 NOMOR 22



LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

PERHITUNGAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

A. REALISASI PENDAPATAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2022

NO. URAIAN JUMLAH PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (KKD) :
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Rp  107,812,778,617.43
4 Dana Bagi Hasil (DBH) Rp  27,722,447,235.00 = KKD = REALISASI [ PENDAPATAN UMUM - BELANJA PEGAWAI 1
3 Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 614,858,055,571.00 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA
Jumiah A. ...... Rp 750,393,281,423.43
Sumber Data : Perda No.2 Tahun 2023 - PENDAPATAN UMUM (A) = PAD + DBH + DAU
- BELANJA PEGAWAI (B) = GAJI & TUNJANGAN ASN +
B. R ISASI BELANJA PEGAWAI GAJI & TUNJANGAN ASN 2022 TAMBAHAN PENGHASLIAN ASN
NO. URAIAN JUMLAH - PENDAPATAN UMUM (A) = Rp 750,393,281,423.43
1. Belanja Gaji & Tunjangan ASN | Rp  339,142,807,132.00 - BELANJA PEGAWAI(B) = Rp 478,009,297,194.00
2 Tambahan Penghasilan ASN Rp  138,866,490,062.00
Jumlah B. .... Rp 478,009,297,194.00 = Rp  750,393,281,42343 . Rp 478,009,297,194.00

Sumber Data : Perda No.2 Tahun 2023 Rp 272,383,984, 229.43

- KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
- RENDAH < Rp.300.000.000.000,-

- SEDANG { Rp.300.000.000.000,- S.D. Rp.550.000.000.000,- }
- TINGGI > Rp.550.000.000.000,-

PARAF KOORDINASY
SEKDA

ASISTEN L

KABAG HUKUM o N MNbAH PUTRI INDRIANI




